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KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 443.24/ 1124 /DINKES/IX/2023

TENTANG
TIM PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN NIAS SELATAN

Menimbang : a. bahwa penanggulangan TB di Kabupaten/Kota elibatkan
banyak pihak yang saling berkaitan dan berkembangnya
beberapa permasalahan TB seperti TB-HIV dan TB Kebal Obat
sehingga memerlukan koordinasi pemangku kepentingan,;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja penanggulangan TB di
Kabupaten Nias Selatan perlu diperkuat koordinasi antara
pemangku kepentingan dengan membentuk tim PPM
Penanggulangan TB Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Nias Selatan tentang TIM PPM

Penanggulangan TB Kabupaten Nias Selatan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984
tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3273):

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagoam Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
203/Menkes/SK/III/999 tentang Gerakan Terpadu Nasional
Penanggulangan Tuberkulosis;

6. Keputusan Menteri Kesehatan
No.1389/MENKES/SK/IX/2005, tentang  Komite  Ahli
Penanggulangan Tuberkulosis;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU :  Membentuk Tim PPM Penanggulangan TB Kabupaten Nias
Selatan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim PPM Penanggulangan TB sebagaimana diktum Kesatu

bertugas:

1. Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
kepada masyarakat untuk meningkatkan penemuan
kasus dan memutus rantai penularan;

2. Meningkatkan kualitas diagnosis, terapi, dukungan dan
pengawasan terhadap pasien selama pengobatan;

3. Mempermudah akses pelayanan dan pembiayaan
kesehatan bagi masyarakat;

4. Menyusun alur pelaporan dan rujukan penderita

Tuberkulosis;



S.

Meningkatkan kemampuan manajemen baik sektor
pemerintah maupun swasta sehingga dapat berkontribusi
menguatkan program penanggulangan Tuberkulosis di

Kabupaten Nias Selatan.

KETIGA . Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian adalah:

Ketua

1.
2.
3.

Menyusun program kerja DPPM;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DPPM;
Memastikan jejaring layanan TB yang telah terbentuk di
wilayahnya berjalan baik;

Membina hubungan, komunikasi dan koordinasi antar
anggota dan tim inti DPPM;

Memastikan masing-masing bidang dalam tim DPPM

menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal.

Sekretaris

. Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan DPPM;

Memberikan dukungan dalam pelaksanaan rencana kerja
DPPM;
Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan

kegiatan DPPM.

Bidang Peningkatan Mutu Layanan

1.
2,

Memastikan diagnosis dan terapi sesuai standar;
Memastikan anggota Tim PPM termasuk KOPI TB ikut
jejaring DPPM di Kabupaten Nias Selatan;

Memastikan bahwa anggota Tim PPM TB Kabupaten/Kota
terlibat aktif dalam pelatihan (Sebagai fasilitator,
narasumber, dan peserta);

Membuat daftar tilik layanan FKTP dan FKRTL yang
bermutu dan memantau implementasinya di setiap

layanan FKTP dan FKRTL.

Bidang Advokasi, Regulasi dan Pemberdayaan Masyarakat
1.

Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat
Kabupaten/Kota yang mendukung ataupun menghambat
pelaksanaan DPPM;

Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias
Selatan untuk membuat regulasi yang mendukung

pelaksanaan DPPM;

. Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan

melakukan advokasi terkait regulasi dan pembiayaan
baik kepada pemerintah daerah, pimpinan fasyankes dan

institusi terkait;

. Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan

melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders
Public Private Mix di tingkat Kabupaten;

Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan
menyusun alur jejaring layanan TB di Kabupaten,;
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam
penanggulangan TB baik dalam hal promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.

Bidang Peningkatan SDM

Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan

dalam:
1.

Mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah

Kabupaten Nias Selatan;

. Melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik

tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/
kesehatan masyarakat maupun aspek profesi;

Bersama  Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB)
memfasilitasi pembinaan kepada fasilitas layanan baik

tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi;

. Bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) membantu

Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan dalam menjaga

kualitas pelayanan (quality assurance/QA);

. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (antara

lain pelatihan) dalam program penanggulangan TB.

Bidang Perencanaan dan Monev
Membantu Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan dalam:
1.

Merencanakan  kegiatan @ DPPM  bersumber  dari

pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak

mengikat;

2. Perencanaan, analisis kebutuhan dan masalah, serta
menentukan rencana tindak lanut Program
Penanggulangan TB;

3. Memantau pencapaian indicator PPM;

4. Melakukan pemantauan mandiri jejaring layanan TB,
baik secara periodik maupun blusukan;

S. Mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data-data
kuantitatif dan kualitatif untuk kepentingan advokasi;

6. Terlibat aktif dalam evaluasi indikator program
penanggulangan TB (khususnya PPM).

KEEMPAT © Tim

PPM Penanggulangan TB bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Nias Selatan;
KELIMA : Seluruh biaya kegiatan tim kerja PPM Gerakan Penanggulangan

Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dan sumber lain yang
KEENAM : tidak mengikat.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:

Ditetapkan di Nias Selatan
pada tanggal : 3] Oktober 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,
'KABUPRTEN NIAS SELATAN

dr. HENNY K. DUHA, MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19700826 200502 2 001

1. Yth. Bupati Kabupaten Nias Selatan (sebagai laporan)

2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

3. Masing-masing personal Tim untuk diketahui dan dilaksanakan




|
N3IS ‘ojoinng edep yeqeyes ‘g owop sndey| ‘g JAV ‘TWo10Z LNy oAed "7 snwitg sndey ge
goy"IL'S ‘NINH enasinN maq “p npeuolog sndey ‘4 SIS ‘enuequIne[d], IYsosizo,0 “LZ LIoenpig sndey ‘.g
N DS ‘ereT ueuwrer], g onejewomeq sndey| ‘¢ doy'PINV ‘eyen] euany ‘97 o9, nend sndey 'og 100 Z 20S00T 92800.6T "dIN
WDIS ‘ereq IiSeN esifeuy ‘g owery sndey ‘g VIODONV | 8 yoe(] osmreney ‘Gz erein meg d'd sndey ‘cg NI “dmubnﬁ.wxm%mwa mm
IS ‘ojoinng renpy | eferpuewry sndey ‘| Qo3 NV ‘010887 NEMBWSY “$T yeregq niegd d°d sndey] ‘$g ,
MV ‘Tyseq uewIuag wreredq YNpRL WM 91 *Id SIAVILHANES | L NDISCSIAY ‘nmnarep neueH InN ‘€7 no,o sndey| ‘¢g ’
IN3IS ‘oydized ney 3ueuag ‘g gL (OL) 10010 1edTuy29], 7, ASUOJ\l UBP UBBUBOUIIDG IS¢ SNV “ere o14o “Zg nrejouQ sndey] "z
MV PIN'V ‘O[ome(q uewSLepm °| UEJB[aS SEIN JOSEM 'T ¥ ODNVAId vALdET | 9 SIS Qa3 NV ‘Ned ulpeusag ueiu] '1g equnzeyou( sndey] ‘1g D " Wil I .
991eq ‘O ojurApng Aoy Ip ‘g weidold 3ueplg ‘g INAs ueleysurusg NINIPN NYNpzoem ‘0 oze]y sndey "0¢ ‘NV.LVHAST SVYNIA VIVdE
NS ‘Memewyey Ug | Mds PIgey ‘1 € DNVAIg vALad | S OIS ‘Sueuoiuy “1q eepRO ndog 61| ojowreruel aipundeyen] sndey ‘61 S7Z0z 190010 J€ Jessue; eped
jeyeredsely ueeleproquiog qQo3'PIN'Y ‘NSeyeT nemewsoy ‘gl nemojo sndey ‘g1 uejeeg seiN 1p ueydelaiiq
uep 1se[n3ay ‘IseyjoApy qQo3[' NV “BJOIPUSIA BISNS UIYIISH L1 enyewolo] sndey LI
WA ‘Mey “A TUEIpIewng "Ip UBJE[e§ SBIN dNSY wnuw 13130 ¢ DNVAId vALdId | + SIS “ejoreH neH sning ‘91 esnye] sndey ‘9]
uenede] nyn veyexSurusg ueIpIMN ST niyg ueynqge] sndey ‘Gl nemIepuy jnuny ‘Ip ‘8¢ uele[ag SeIN dNSy '8¢
ad ds ‘auyIg yeAsuer] eueptad "Ip ueje[ag SeIN ] eniay I ONVAIg VALAM | € WA ‘SN'da3‘'S ‘orUOJR], SNIUID) “H] sejouep] sndey ‘{1 NS ‘Tyseq nuesng eulfeisiy] ‘Le seqnT dNSy LE
IS “BJOIPUSIA BUNSLIYD TUS X dzd 3uepig eredoy] NNNN VALAY | T goy'INV ‘oo eullany ‘€1 euniny sndey ‘€1 EMETD TETeZIY3 0§ "9¢ iseunquin sndey ‘¢
WA ‘Byn( "y Auusy "Ip ueleyasay] seul(q ereday] YNV DNNODONVNH | T MINV ‘o8ed ma(Q eqnIes ‘gl ouejooreziiy sndey ‘gl SIAY “BMELD UIPpnAIqY ‘SE ensnsnin sndey ‘g
VINVN NVLVEvVL ISVSINVDJO NVIVEVL ON NN NS ‘Byewnleg 'g auex 11 ouejorwISIIH sndey ‘11 NS ‘ere erunIey ‘¢ ofounin sndey "¢
MV ‘Nmnpe tuens]y 01 oreyesiiy sndey 0T SN‘da3'S ‘oseT Us[eAIN{ ‘€€ sejouepmin sndey ‘g
NV.LVTHS SVIN NHLVdNgV3 SISO TNMIAINL do3'PIN'V “eMBID) BULIORY 6 oyeemeresqiy sndey ‘6 ga3'INV ‘O[ny UBWISLY ‘7¢ wrere nog, sndey ‘ge
NVONVINDONVNEL (Wdd) XIW ALVAIN OI'790d WIL ISVSINVOIO NVNNSNS PR —— refowmy sndey g SOSIN'IN ‘WIS “elifer] SNAUOA] UBSS[Op ‘T esey yeuel sndey] ‘1¢
: do3'PIN'V “.m.szm ung "4 e[esequoueliy sndey -2 god'PIN'V ‘MINH nueAreprowany "O¢ ensng sndey ‘0¢
NVLVTIS SVIN NALVdNEIVI SISOTANIALGNL NVONVINDONVNAL Aﬁmmwmm%wwx mmwrmwmm%% \D.mmb\nmm_\mww UWM@&%% | R ——— sy sudes G dVINCIDIS ‘OUOYIZBWY UIATe( SNLISS “67 emequrewos sndey ‘67
NV.LVTHS SVIN NHLVdNEVY ‘NVILVHASHY SVNIA VIVAE NVSNLNdAM
NVAIdINVT |




